[1.1]

PUTUSAN
Nomor 165/PHPU.D-VI11/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat

pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama . KABEL SARAGIH, SH.

Tempat/Tanggal Lahir : Seriburaya, 10 Juli 1955

Agama : Kristen

Pekerjaan . PNS

Kewarganegaraan . Indonesia

Alamat : Simbolon Tengkoh, Kecamatan Panombeian
Panei, Kabupaten Simalungun, Sumater
Utara.

Nama . Ir. MULYONO

Tempat/Tanggal Lahir :

Medan, 03 April 1961

Agama . Islam

Pekerjaan . PNS

Kewarganegaraan . Indonesia

Alamat : Jalan Melanthon Siregar Gg. Cantik Nomor

27D Pematang Siantar, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai --------=-=-=-=-===-==mmmmmeme oo Pemohon;



Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, berkedudukan di

Jalan Asahan km. 3.5. Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simalungun tanggal 15 September 2010, memberi kuasa kepada Syahruzal, SH.,
Mulyadi, SH., Yusmanizar, SH., Marwan Hasibuan, SH., Akhmad Johari Damanik,
SH., M. Aswin D. Lubis, SH., dan Syahrizal Hadi Harahap, SH., kesemuanya
Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF &
ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Medan-

20117, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ------------===-===mmmm oo Termohon;
[1.4] 1. Nama : DR. JR. SARAGIH, SH., MM

NIK : 3214121011680003

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10-11-1968

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Kristen

Alamat : Kp. Mekarsari RT 008/RW 002, Desa/

Kelurahan Ciwareng, Kecamatan

Babakancikao, Kabupaten Purwakarta,

Provinsi Jawa Barat

2. Nama : Hj. NURIATY DAMANIK,SH
NIK : 02997/2020.3/SM/2008
Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 1 April 1957
Pekerjaan . Pegawai Negeri Slpil
Agama . Islam
Alamat : Jalan Asahan KM 3,5 Kecamatan Siantar
Simalungun

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih dalam
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010,
memberi kuasa kepada Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM.



Maheswara Prabandono, SH., semuanya adalah Advokat, Konsultan
Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum, pada Persatuan Advokat &
Konsultan Hukum HARPA LAW FIRM, beralamat Kantor di Seskoal
Cipulir, Jalan Almubarok 1ll, RT. 07/RW. 10, Nomor 2, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------------=--=- oo mm oo Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon,;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait dan keterangan Panwaslu
Kabupaten Simalungun;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2

September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 September 2010 berdasarkan
Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 443/PAN.MK/2010 dan diregistrasi
dengan Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan telah
diperbaiki permohonan pada tanggal 16 September 2010, yang menguraikan

sebagai berikut:
. KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD
1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan kembai dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan



kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UUMK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusional adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum,

Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), bahwa keberatan
terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan
calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah
Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan
bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 diundangkan. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Oktober 2008
Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah
menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili;

Bahwa dengan demikian sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili,



dan memutus sengketa tersebut, adalah merupakan payung hukum bagi
Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010
tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/ 62/
KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum
ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam sejak KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010
tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/ 62/
KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditegaskan
kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan
asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

berakhirnya tenggang waktu pendaftaran;

Bahwa KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010
tentang Penetapan Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum



Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/
KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dilakukan pada hari
Senin, tanggal 30 Agustus Tahun 2010 pukul 17.30 WIB dan dalam
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pemohon mendaftarkan
permohonannya pada hari Kamis tanggal 2 bulan September Tahun 2010
pukul 14.30 WIB.

. POKOK PERMOHONAN

Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Pemilihan Umum Calon Bupati
dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 2
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Nomor 270/47/KPU-Sim/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010;

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil
Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010. Bahwa Termohon telah
menjalankan proses Pemilukada dengan mengabaikan prinsip-prinsip
pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelanggara Pemilihan

Umum;

Bahwa Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun
Tahun 2010 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010, namun
dengan sepihak dan sewenang-wenang Termohon melakukan perubahan

melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun



Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/36/KPU-SIM/2010
tentang Perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Nomor 270/01/KPU-SIM/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun
Tahun 2010;

. Bahwa sangatlah jelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tersebut tidak jelas konsiderans dan
alasan adanya perubahan tahapan maka merupakan pelanggaran Pemilukada
oleh KPU Kabupaten Simalungun;

. Bahwa pada selama proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Simalungun
telah terjadi pelanggaran dan kecurangan bersifat sistematik, terstruktur, dan
massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

. Bahwa praktik polittk uang dalam Pemilukada sengsarakan rakyat,
Kecendrungan membiasakan politik uang dalam Pemilukada hanya akan
merusak demokrasi yang sedang dibangun. Apalagi politik uang itu pasti diikuti
oleh pelakunya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. demikian
penegasan keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang
diungkapkan dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-65 RI di Gedung
DPR,;

. Bahwa praktik politik uang terjadi dalam Pemilukada di Simalungun yang
dilakukan oleh beberapa Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun
2010 untuk memperoleh suara terbanyak dalam konteks sebagai pemenang
Pemilukada, diantaranya sdr. Lispiani menerima politik uang dari Tim JR-NUR
sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), dan sdr. Nuriadi menerima
politik uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dari Tim SUKA;

. Bahwa berlandaskan Pasal 2 Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diperkaya lagi dengan informasi dari
media cetak bahwa penyelenggaraan Pemilukada Simalungun terjadi money

politics dan informasi lainnya;

. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan

suara Pemohon menurut KPU Kabupaten Simalungun sebesar 3.525 suara



yang lahir dari sebuah proses yang tidak taat asas Pemilu Luber dan Jurdil.
Dimana apabila Pemilukada Kabupaten Simalungun dilaksanakan dengan
mentaati asas penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka Pemohon sangat yakin bahwa
Pemohon dapat memenangkan Pemilukada tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan
Hasil Rakapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Simalungun dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus
2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun Tahun 2010;

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang,
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

Menghukum Pasangan Calon Nomor Urut Empat untuk didiskualifikasi dan
tidak dapat ikut sebagi peserta Pemilukada ulang;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk

melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan

Bukti P-5, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun
Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang



Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun
Oleh KPU Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Lyza Framitha tanggal 18 September 2010
kepada Bapak Kabel Saragih, SH dan Ir. Mulyono Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun,
mengenai tidak dapat hadir sebagai saksi di Mahkamah
Konstitusi;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kabar “Metro Siantar” tanggal 8 September
2010 mengenai “Syahmidun Diadukan Saksi Pelapor”

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam

persidangan pada tanggal 16 September 2010 yang menguraikan sebagai berikut:
. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS ATAU BERSIFAT KABUR
(OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalii para Pemohon yang
dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh

Termohon di dalam jawaban ini;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek
Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon yang mempengaruhi:

a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
Pemilukada; atau
b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.
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3. Bahwa berdasarkan dalil-dalii yang terurai dalam posita maupun yang
dikemukakan para Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata para
Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil
rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon
sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2)
huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 dan
berdasarkan hal ini dalil-dalil posita maupun petitum dari para Pemohon pada
permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita maupun petitum para Pemohon pada
permohonannya tidak jelas dan kabur, maka Termohon memohon pada Hakim
Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meolak seluruh
dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima (niet ontvanklijke verklaard);

B. MATERI KEBERATAN PEMOHON DILUAR KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita para Pemohon pada permohonannya
sampai dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon sama sekali tidak
menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada
persoalan Verifikasi Termohon pada para Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan persoalan money politik yang
merupakan koridor hukum pelanggaran administratif dan pelanggaran yang
menjadi kewenangan Panwas Kabupaten (ic. Pemohon Register Nomor
165/PHPU.D-VIII/2010) yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa
hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (ic. dalil-
dalii Pemohon Register Nomor 163-164/PHPU.D-VIII/2010), tetapi terkait
dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang
Panwaslukada Kabupaten Simalungun [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum juncto Pasal 108 ayat 1 huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005];
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2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Simalungun
Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang
tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
permohonan para Pemohon sesungguhnya dalam perkara ini tidak tepat
dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil posita dari
masing-masing Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk
sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau
sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada
sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8,
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto
Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi para pasangan calon dan
tindakan money politik bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003, maka dalil-dalil posita para Pemohon pada seluruh
permohonannya tersebut sangatlah patut untuk di tolak atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;

4. Bahwa hal tersebut di atas di dasari data dan fakta saat ditetapkannya Lima
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2010 dan penetapan nomor urut pasangan calon, yang
sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan
dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya, sehingga
proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010
telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, dan masyarakat Kabupaten
Simalungun telah dapat menerima secara dewasa hasil rekapitulasi
penghitungan perolehan suara yang ditetapkan dan di umumkan oleh

Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh para Pemohon
tidak lain berkisar proses verifikasi dan pelanggaran Pemilukada yang
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merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun yang
sama sekali tidak terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka
sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi tidak memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil posita
para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvanklijke verklaard);

. PERMOHONAN KEBERATAN PARA PEMOHON TIDAK MEMENUHI
FORMALITAS DAN KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN
KEBERATAN

Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum para Pemohon yang terurai
dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas
dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang
di tetapkan dan umumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka
yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010
tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun
Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/
61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten
Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;

Bahwa hal ini dapat diperhatikan pada dalil-dalil posita maupun petitum
permohonan para Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan secara jelas
dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi para Pemohon, namun
hanya terkait masalah proses hukum administratif, maka berdasarkan data dan
fakta hukum yang ada proses verifikasi administrasi setiap pasangan calon
telah sesuai prosedur dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang, penetapan

Termohon atas hasil verifikasi telah bersifat final dan mengikat, sehingga
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berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, dan Pasal 4 Mahkamah Konstitusi
Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun
petitum para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi
penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga
secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon
bukanlah objek perselisihnan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari para
Pemohon tidak berkolerasi dengan objek perselisihan Pemilukada
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan
suara yang mempengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan
tehnis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, maka
adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari para
Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvanklijke verklaard);

Bahwa oleh karena keberatan para Pemohon tidak memenuhi formalitas dan
kualitas permohonan keberatan, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum para Pemohon dalam
permohonannya atau setidak-tidaknya permohonan keberatan dari para
Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan
dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang
disampaikan Termohon dalam jawaban pokok perkara ini;

Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan
para Pemohon (Regester Nomor 163, 164, 165/PHPU.D-VIII/2010) baik yang
tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;

Bahwa para Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang
sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan
rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon
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sebagaimana terurai pada Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh
Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dan Surat Keputusan
KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten
Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;

Bahwa terkait dalil-dalii Pemohon Register Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010
tertanggal 14 September 2010 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, Termohon telah melakukan tindakan
yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan Termohon
menurut dalil Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat
massif, terstruktur dan sistimatik, sehingga memberikan keuntungan pada
Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR.J.R.Saragih,SH.MM dan Hj.Nuriaty
Damanik,SH);

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan Termohon melakukan
tindakan pelanggaran asas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan
dalii yang mengada-ada tanpa di dasari oleh bukti-bukti yang ada dan
cendrung bersifat asumsi Pemohon semata;

Bahwa perlu ditegaskan Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan
keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini proses verifikasi
Persyaratan Calon Perseorangan Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, DR. J.R.
Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH;

Bahwa Pemohon dalam dalil positanya Nomor 13.4 dan Nomor 13.5 telah
mendalilkan Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Pasangan DR.J.R.Saragih,SH.MM
dan Hj. Nuriaty Damanik, SH telah melakukan money politik dalam bentuk
membagi-bagikan uang dan membagikan paket Sembako;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon sangat menyesalkan
bilamana hal tersebut (quad non) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran
Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya
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bilamana di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada
meneruskannya pada instansi yang berwenang;

Bahwa namun demikian perlu Termohon tegaskan, hingga perkara ini
dimajukan Termohon sama sekali belum menerima informasi yang jelas terkait
dengan tindakan money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 4, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum sama sekali
dalil-dalil posita Pemohon pada poin lima belas dalam petitumnya meminta
untuk membatalkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010;

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil posita Pemohon Register Nomor
164/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 sebagaimana terurai
dalam poin 1 sampai dengan 9 yang pada intinya Pemohon mendalilkan dalam
posita permohonannya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 68
Tahun 2009 terkait dengan proses verifikasi persyaratan administrasi
pendidikan Pasangan Calon DR. Jopinus Ramli Saragih, SH.MM dan Drs. T.
Zulkarnaen Damanik, MM;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat jelas mengada-ada dan
sama sekali tidak di dasarkan pada bukti yang kuat dan jelas dan cenderung
hanya bersifat asumsi Pemohon semata, oleh karena Termohon dalam proses
penelitian berkas dan persyaratan maupun proses verifikasi dan klarifikasi pada
instansi terkait telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak
diketemukan adanya ketidak absahan atas data-data maupun persyaratan
pendidikan pasangan calon tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang;

Bahwa selanjutnya dalil-dalii Pemohon terjadinya money politic dalam
Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang di dalilkan Pemohon
dalam posita permohonannya sebagaimana diuraikan pada point 10 sepuluh,
dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 menurut dalil Pemohon, telah
melakukan perbuatan money politic yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan
massif;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon sangat

menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (quad non) benar adanya, namun
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berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
persoalan pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari
Panwaslukada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup,
maka Panwaslukada meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal
ini kepolisian dan kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara
ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan tindaklanjut
berupa pemeriksaan atas pelanggaran tersebut oleh instansi berwenang
sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon tidak memiliki dasar
dan bukti yang cukup, maka tidaklah tepat selanjutnya timbul asumsi-asumsi
Pemohon menyimpulkan perolehan suara sah Pemohon sebesar 430.878
suara yang sama sekali tidak diketahui darimana sumber perolehannya;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada Register Nomor 165/PHPU.D-
VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dimana Pemohon dalam dalil-dalil
positanya yaitu pada poin 12 dan poin 13 menyebutkan tentang Termohon
telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk mengubah
Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Simalungun Tahun 2010, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum
sama sekali;

Bahwa persoalan Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang dilakukan oleh
Termohon adalah masih merupakan kewenangan dari Termohon yang
bertujuan agar Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun dapat
berjalan dengan lebih baik dan dapat lebih meningkatkan partisipasi politik
masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010;

.Bahwa perlu Termohon tegaskan Perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tersebut terbukti
sama sekali tidak mengurangi hak-hak polittk Pemohon dalam
keikutsertaannya sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh
Termohon;

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon poin 14 sampai dengan
poin 18, menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R.
Saragih, SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH) telah melakukan pelanggaran

dan kecurangan yang bersifat sistimatik, terstruktur dan massif (money politic),
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merupakan dalil-dalil yang menurut Termohon tidak tepat dialamatkan pada
Termohon oleh karena pelanggaran pidana Pemilukada merupakan
kewenangan dari Panwaslukada,;

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana
Termohon tegaskan pada sebelumnya bahwa Termohon sangat menyesalkan
bilamana hal tersebut terbukti (quad non) benar adanya, namun berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan
pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang
tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada
meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan
Kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan
Termohon sama sekali belum menerima laporan sebagaimana dalil-dalil
Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon
sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun secara adil
dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini para Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas serta mencermati seluruh
dalil-dalil posita para Pemohon dalam permohonannya dapat di disimpulkan
bahwa para Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam : a. Mencermati
fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum,d. salah tafsir dalam
mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi, hal ini Termohon
tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita para Pemohon yang sama sekali tidak
memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK Nomor 15
Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

Bahwa pada kesimpulannya menjawab seluruh dalil-dalil posita para Pemohon
tersebut di atas, Termohon tegaskan proses penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan

asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,
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kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan
efektivitas, dan juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon
telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur,
dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dan
memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R.
Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH);

Bahwa bilamana para Pemohon mencermati pertimbangan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 09 Juni 2010,
maka para Pemohon seharusnya dapat lebih memahami secara jelas dan
terang yang dimaksudkan dengan pengertian dari pelanggaran massif,
sistimatis, dan terstruktur, yaitu pelanggaran yang melibatkan sedemikian
banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta
penyelenggara Pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan
seluruh dalil-dalil posita para Pemohon terbukti sangatlah tidak memiliki
korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-
dalil bersifat asumsi belaka dari para Pemohon;

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil posita
dari para Pemohon pada permohonannya,terbukti sama sekali tidak di dasari
oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang terang dan jelas, maka adalah patut
secara hukum bila seluruh dalil-dalil posita para Pemohon dikesampingkan dan
tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil posita para
Pemohon maupun petitum pada permohonan dari para Pemohon sama sekali
tidak terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1
angka 8, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun
2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai diatas,
keseluruhan dalil-dalil posita para Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor
atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang
memiliki tugas dan wewenang adalah Panwaslukada Kabupaten Simalungun
dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 110 Peraturan
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Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Bahwa di samping itu terkait dalil posita para Pemohon adanya peristiwva
money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 seandainya
(quod non) benar terjadi demikian Termohon sangat menyesalkan peristiwa
tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa
pelanggaran Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslukada
Kabupaten Simalungun [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum], dan bilamana
Panwaslukada Kabupaten Simalungun menemukan unsur pidana maka sesuai
dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada
diteruskan pada pihak yang berwenang dan jelas persoalan pelanggaran ini
merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun bukan
masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1
angka 8, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 75 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita maupun petitum para Pemohon agar
dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten
Simalungun Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada
Kabupaten Simalungun Tahun 2010 adalah dalil-dalil yang sangat sesat dan
tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan
suara ulang di TPS, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 104 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi
kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan
atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto
Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan
secara jelas dan terang: Pemungutan Suara di TPS dapat diulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan
pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih
dari keadaan:
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. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani,

atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah

digunakan;

. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada

TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan

oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau ;

. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat

kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, telah terbukti pada fakta
hukumnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010
telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari para
Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara
rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun Tahun 2010, dan terlihat
nyata secara jelas dan terang dalil-dalil para Pemohon baik posita maupun
petitumnya tersirat hanya wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat
tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan
Pemilukada di Kabupaten Simalungun telah berjalan secara sukses dan
aman, dan demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal
yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya artinya masyarakat
pemilih di Kabupaten Simalungun telah sangat dewasa menerima hasil
Pemilukada Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai asas dan nilai-nilai
Demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat
pertimbangan-pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, di mana dalam pertimbangan
pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah

Konstitusi bah